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Abstraksi 
 Di antara persoalan besar hukum sosial yang banyak menyita perhatian para ahli 
sejak dahulu adalah massalah wanita. Islam memandang wanita  memiliki banyak 
keistimewaan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Di dalam Al-Qur‟an telah 
banyak memberitahukan kepada kita semua tentang kedudukan wanita dan 
emansipasinya dengan kaum laki-laki. Wanita memiliki esensi dan identitas yang 
sama dengan laki-laki. Bahkan satu surat di dalam Al-Qur‟an mengandung nama 
perempuan yakni surat “An-Nisa“. Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang 
paling berhak untuk dihormati dan didahulukan, beliau menjawab “ibumu! ibumu! 
ibumu! kemudian ayahmu“. Begitu mulianya seorang wanita di dalam pandangan 
Islam. Sebagaimana seorang pria, wanitapun menjadi obyek perintah-perintah 
hukum syari`at. Pahala diperuntukkan bagi siapa yang beramal dengan ikhlas dan 
sempurna. Rasulullah saw diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Akan 
tetapi, hal ini tidak menghilangkan adanya pembedaan antara pria dan wanita 
dalam beberapa hak, karena perbedaan dasar hak-hak tersebut. 
Wanita adalah saudara kandung pria. Hikmah syar`inya, Allah swt telah 
mengangkat anak Adam as sebagai khalifah di muka bumi dan untuk 
memakmurkannya berdasarkan syari`at-Nya. Kemudian, diciptakan dari jiwanya 
wanita yang dapat membantunya menunaikan misi penting tersebut. 
Pemakmuran bumi ditugaskan kepada manusia yang terdiri dari laki-laki dan 
wanita. Penjabaran tugas ini dapat dilihat dalam uraian fiqih Islam yang begitu 
cermat sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaan manusia. 
 
 
 
A. PENDAHULUAN 
Islam tidak mengenal diskriminasi 
atau penganakemasan terhadap satu 
golongan tertentu. Semua orang memiliki 
kedudukan yang sama di hadapan Allah, 
baik laki-laki maupun perempuan. 
Adapaun yang membedakan adalah tingkat 
keimannya. Di dalam dunia Islam, wanita 
memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan 
kelak ketika di surga, wanita dunia yang 
beriman lebih baik dan lebih cantik 
daripada bidadari. Sebab, tidaklah sama 
antara orang yang bekerja keras, 
beribadah, dikenai taklif (tugas kewajiban) 
serta musibah atau ujian yang harus 
dihadapi dengan makhluk yang diciptakan 
khusus untuk menghuni surga tanpa harus 
menghadapi semua itu. 
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Tidak hanya laki-laki yang bisa 
meraih derajat tinggi di akhirat. Kaum 
wanitapun juga bisa meraih prestasi 
gemilang itu, bahkan beberapa di 
antaranya bisa mencapai tingkatan 
sempurna sehingga surgapun merindukan 
kehadiran mereka. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, 
seorang perempuan terkadang 
mendapatkan diskriminasi dan anggapan 
sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi 
dapat terjadi baik dalam kehidupan 
pekerjaan, keluarga (antara suami dan 
istri), hingga kehidupan yang dilaluinya 
dalam masyarakat. Dengan adanya 
diskriminasi inilah maka kemudian banyak 
pihak terutama perempuan sendiri 
menyadari pentingnya mengangkat isu hak 
perempuan sebagai salah satu jenis hak 
asasi manusia yang harus dapat diakui dan 
dijamin perlindungannya. 
Salah satu ilmu pengetahuan 
penting dalam Islam adalah kajian fiqih 
Islam yang mempresentasikan hukum-
hukum syari`at kehidupan. Sejauh 
manakah hak-hak wanita tertuang dalam 
aturan-aturan Fiqih Islam? Bidang-bidang 
apa saja yang menjadi hak-hak wanita 
dalam Fiqih Islam? 
B. PEMBAHASAN 
1. Hak-hak Wanita 
Dalam bahasa Arab lafal “ Hak” 
berasal dari kata :   قح–  قحي– اقح yang 
berarti nyata,pasti dan tetap
 1
 Sedangkan 
Menurut Mushtafa Az-Zarqa‟, hak ialah : 
ا
ً
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َّ
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ْ
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1
 A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-
Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, 
Surabaya, hlm.282. 
“Suatu fasilitas yang ditetapkan oleh syara‟ 
sebagai kekuasaan atau  beban hukum.”2 
Sedangkan menurut Abdul Madjid, 
hak ialah : 
 ًكمً صاصخخا دبدطٌ نا اغزش هبخاص
يعزشلا ؼواالإا مدغ دىغ عاكخهالاو فزصخلااب 
“Kekhususan terdapat pemilik suatu 
barang menurut syara‟ untuk bertindak 
secara bebas bertujuan mengambil 
manfaatnya selama tidak ada penghalang 
syar‟i.”3 
Sinonimnya shahha wa tsabata wa 
shadaqo ( sah, tetap, pasti, dan benar ).
4
 
Dalam definisi di atas, 
dikemukakan bahwa hak itu adalah suatu 
ikhtisas, yakni hubungan khusus dengan 
orang tertentu, seperti hak penjual untuk 
menerima harga barang, yang khusus 
dimilikinya (penjual), atau hak pembeli 
untuk menerima barang yang telah 
dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya 
dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila 
tidak ada hubungan khusus dengan 
seseorang, melainkan kebolehan secara 
umum, seperti berburu, atau memanfaatkan 
jalan umum, maka hal itu tidak disebut 
sebagai hak, melainkan rukhsah yang 
berlaku secara umum untuk semua orang.
5
 
Definisi di atas juga menyebut 
bahwa hak itu merupakan kekuasaan atau 
beban. Kekuasaan adakalanya kekuasaan 
terhadap orang, seperti hak hadhanah dan 
hak perwalian. Adakalanya kekuasaan atas 
                                                          
2
 DRS. H. Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat, 
AMZAH, Jakarta, 2010, Hlm.21. 
3
 Abdul Madjid, pokok-pokok fiqh mu‟amalah dan 
hukum kebendaan dalam islam, hlm.36. 
4
 Op.Cit, hlm.19. 
5
 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 
Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, Hlm. 9. 
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sesuatu barang tertentu, seperti hak milik 
tanah,rumah, atau lain-lain. Taklif pula 
adalah suatu kewajiban yang berhubungan 
dengan mal seperti melunasi hutang, atau 
berkaitan dengan mewujudkan tujuan 
tertentu, seperti pelaksanaan pekerjaan 
oleh seorang tenaga kerja.
6
 
Definisi di atas juga menyatakan 
hak itu ditetapkan oleh syara‟. Hal ini 
dikarenakan dalam pandangan Islam, hak 
itu adalah anugerah atau pemberian dari 
Allah yang disandarkan kepada hukum 
syara‟. Dengan demikian, sumber hak itu 
adalah dari Allah
7
  
Hak asasi perempuan, adalah hak 
yang dimiliki oleh seorang perempuan, 
baik karena ia seorang manusia maupun 
sebagai seorang perempuan, dalam 
khasanah hukum hak asasi manusia dapat 
ditemui pengaturannya dalam berbagai 
sistem hukum tentang hak asasi manusia 
Dalam pengertian tersebut dijelaskan 
bahwa pengaturan mengenai pengakuan 
atas hak seorang perempuan terdapat 
dalam berbagai sistem hukum tentang hak 
asasi manusia. System hukum tentang hak 
asasi manusia yang dimaksud adalah 
system hukum hak asasi manusia baik 
yang terdapat dalam ranah internasional 
maupun nasional. 
HAM adalah hak-hak dasar yang 
dimiliki oleh manusia, sesuai dengan 
kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut 
pendapat Jan Materson (dari komisi HAM 
PBB), dalam Teaching Human Rights, 
United Nations sebagaimana dikutip 
Baharuddin Lopa menegaskan bahwa 
HAM adalah hak-hak yang melekat pada 
setiap manusia, yang tanpanya manusia 
mustahil dapat hidup sebagai manusia. 
                                                          
6
 Ibid 
7
 Ibid 
John Locke menyatakan bahwa 
HAM adalah hak-hak yang diberikan 
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta 
sebagai hak yang kodrati. (Mansyur 
Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi 
Manusia adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakekat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 
dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang, demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia” 
Hak asasi Perempuan merupakan 
bagian dari Hak asasi manusia. penegakan 
hak asasi perempuan merupakan bagian 
dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai 
dengan komitmen internasional dalam 
Deklarasi PBB 1993 , maka perlindungan, 
pemenuhan dan penghormatan hak asasi 
perempuan adalah tanggung jawab semua 
pihak baik lembaga-lembaga Negara 
(eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun 
Partai politik dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara 
secara perorangan punya tanggung jawab 
untuk melindungi dan memenuhi hak asasi 
perempuan . 
2. Fiqih Islam 
Term fiqh yang diderivatkan dari 
faqiha – yafqohu wa fiqhan secara 
etimologi adalah: “Pengetahuan dan 
pemahaman tentang sesuatu”. Sedangkan 
secara terminologis, para fuqoha 
memberikan beberapa definisi: 
Ada yang mengartikan fiqih dengan 
pengetahuan tentang hukum-hukum syara 
yang diperoleh dengan ijtihad. Ada pula 
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yang mengatakan bahwa fiqih adalah ilmu 
tentang hukum-hukum syara` yang bersifat 
prkatis dengan cara pencarian dalil. 
Pendapat yang lebih masyhur adalah yang 
mengartikan fiqih sebagai hukum-hukum 
syara yang bersifat praktis yang diperoleh 
dengan cara pencaroan dalil. 
Ada empat unsur utama yang 
terkandung dalam tiga definisi tersebut: 
a. Ilmu ini berbicara tentang hukum 
syara, sehingga selain cabang ilmu ini 
tidak dapat disbeut dengan fiqih. 
b. Hukum syara tersebut berkaitan 
dengan perbuatan orang mukallaf yang 
bersifat praktis dan konkret, sehingga 
perbuatan manusia yang abstrak tidak 
termasuk wilayah kajian fiqih. Hal 
inilah yang dimaksud dengan wilayah 
otiritas ijtihad manusia, yaitu 
perbuatan manusia yang konkret, 
sedangkan perbuatan yang abstrak hal 
ini menjadi wilayah otoritas Tuhan, 
sebagaimana pernyataan fuqoha: 
Kami hanya mentepkan hukum 
dengan tanda-tanda konkret (saja) dan 
Allah yang menghukumi dengan 
tanda-tanda abstrak”. 
c. Pengetahun itu diperoleh dengan cara 
ijtihad atau istidlal, yaitu mencurahkan 
segala potnesi dan kesempatan dalam 
rangka mencapai kesimpulan hukum 
yang diderivatkan dari sumber 
pokoknya. Dengan kata lain, bahwa 
ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh 
orang-orang yang sudah mencapai 
kualifikasi mujtahid, bukan sembarang 
orang atau dengan cara main-main 
saja. 
d. Bahwa sumber-sumber hukum 
tersebut sudah terperinci menurut 
cabangnya masing-masing, baik yang 
bersifat qath`i maupun zhanni.
8
 
3. Hak-hak wanita dalam Fiqih Islam 
Islam adalah agama yang abadi, 
penutup semua agama. Karakterisitik Islam 
– di antaranya- adalah menyeluruh dan 
moderat. Islam memberikan hak kepada 
setiap orang yang berhak menerimanya. 
Wanita tidak mendapat perlindungan sejak 
masa kecil sampai mati melainkan dalam 
naungan agama Islam. 
Wanita adalah individu masyarakat 
muslim yang berhak bersenang-senang 
dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan 
perempuan memiliki hak yang sama. 
Bertolak dari sinilah, muncul hadis tentang 
keharaman terhadap darah, harga diri, 
harta benda dan kemuliaan dengan lafaz 
yang umum. 
Sebagaimana laki-laki adalah 
pemimpin dan akan dimintakan pertang-
gungjawabannya, maka wanita juga 
pemimpin di rumah suaminya dan akan 
dimintakan pertanggung jawabannya pula 
atas kepemimpinannya, atas anak-anaknya 
dan agamanya. Wanita mendapat pahala 
dan balasan atas amal pebuatannya, disiksa 
dan ditanya perihal kesalahan-
kesalahannya. 
Wanita memiliki kebebasan secara 
penuh terhadap hak kepemilikan dengan 
segala cara yang dibolehkan dan memiliki 
hak secara penuh delam mengungkapkan 
pendapat ketika diminta menyampaikan 
pendapat. Wanita juga berhak untuk 
menuntut haknya jika merasa dilanggar. 
Secara keseluruhan, Islam telah menjamin 
hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan 
perempuan tanpa ada perbedaan antara 
                                                          
8
 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqih Pesantren, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Hal. 
32-34 
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keduanya. Masing-masing mereka saling 
melengkapi. Hanya saja pria lebih tinggi 
satu tingkatan di atas wanita, yaitu 
tingkatan kepemimpinan yang harus 
diemban untuk mensukseskan kehendak 
mereka berdua. Semua itu tidak 
merendahkan hak wanita dan mengurangi 
kemuliaannya, bahkan mengangkat 
kedudukannya dan menempatkannya di 
tempat yang layak.
9
 
Beberapa contoh hak-hak wanita 
yang tertulis dalam buku-buku fiqih para 
ulama mazhab di antaranya adalah: 
a. Hak Shalat Berjamaah 
Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya 
Asna al-Mathalib Syarah Raudh Al-Thalib 
sebagai berikut: 
 لب ءاطيلا ىلغ( تغامجلا يأ )اهحق ضزق لاو
 ًههخ يف )بدخطح 
“kaum wanita tidak wajib melakukan 
shalat berjamaah akan tetapi 
disunnahkan”.10 
Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna' sebagai berikut :  
ءاطيل تغامجلا بدخطحو 
“Disunnahkan shalat berjamaah bagi 
wanita”. 11 
                                                          
9
 Ali Al-Hajjaj al-Ghamidi, Fikih Wanita (Dalil al-
Mar`ah al-Muslimah), terjemah Ahmad Syarif, 
Solo: Aqwam, 2015, cet ke-7, hal. Xxiv-xxv 
10
 Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-
Mathalib Syarah Raudh al-Thalib, Beirut: Dar al-
Kutub al-Thayyibah, 1422 H. jilid 1 hal. 209 
11
 Manshur bin Yunus Al-Buhuti, Kasysyaf Al-
Qinna', Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1423 H', 
jilid 1 hal. 456 
Al-Kasani (w. 587 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Badai' al-
Shanai' fi Tartib al-Syarai' sebagai berikut:  
( نلؤق ءاطيلا )امأ ثاغامجلا ىلإ ًهجوزخ
تىخق. 
“(Adapun) wanita (dilarang menghadiri 
jama‟ah di masjid) dikarenakan keluarnya 
mereka untuk menghadiri jama‟ah 
dianggap sebagai suatu fitnah 
(mendatangkan kemadhorotan)”.12 
Al-Marghinani (w. 593 H), salah 
satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah 
Syarah Bidayat al-Mubtadi sebagai 
berikut:  
 باىشلا يجػٌ ثاغامجلا رىظخ ًهل هزك ٍو
تىخكلا فىخ ًم هُق االإ ًهجم 
“Perempuan dimakruhkan menghadiri 
jamaah, yaitu para pemudinya karena 
ditakutkan akan timbul fitnah”. 13 
Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Durr al-
Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar sebagai 
berikut:  
 دُغو تػمجل ىلو تغامجلا ًّ هرىظخ هزك ٍو
اهلؼم ظغوو 
perempuan dimakruhkan menghadiri 
jamaah walaupun untuk shalat jumat, 
                                                          
12
 `Alau al-Din al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi 
Tartibi As-Syarai', Dar al-Kuttab al-`Arabiy, 1433 
H , jilid 1 hal. 155  
13
 Ali bin Abu Bakr al-Marghiyani, Al-Hidayah 
Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, Beirut: al-Maktabah 
al-Islamiyyah, 1420 H i, jilid 1 hal. 58  
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shalat ied atau untuk mendapatkan 
nasihat, secara mutlak.
14
 
Muhammad bin Abdullah al-
Khurasyi (w. 1101 H), salah satu ulama di 
kalangan mazhab Malikiyah menuliskan 
dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Khalil 
sebagai berikut:  
 يتلا تىطالإا تلاجخملل بدى ٍو سىجً ههأ برأ لا
 دُػلا ةلاص ىلإ جزخج نأ اهحق لاجزلل
 مل تلاجخم امأ ،ضزكلل يزخأو ءاهطدضالاو
 جزخج هذهق تلمجلاب اهجم لاجزلا برأ ؼؼهىً
 ،تًاوزلا يف امك ددرتلا رثكج لاو دجسملل
 جزخج نأ تباشلل اخىجزم اساىج سىج ٍو
 لا اهتبازنو اهلهأ ةساىجو ضزكلا يف دجسملل
وا نإو ملغ ظلاجمو زكذلههأ ذلشػ 
“Bahwasanya boleh bagi seorang wanita 
yang telah senja usianya dan tidak 
menarik perhatian lelaki untuk keluar 
guna menjalankan Shalat ied, istisqa‟ dan 
terlebih lagi untuk Shalat fardlu, adapun 
untuk wanita yang telah senja usianya 
tetapi masih menarik perhatian lelaki 
secara umum maka ia (diperbolehkan) ke 
masjid tetapi tidak sering demikian yang 
terdapat dalam riwayat ini, sedangkan 
untuk wanita muda boleh ke masjid untuk 
menunaikan Shalat fardlu dan menghadiri 
jenazah keluarga serta kerabatnya. Namun 
(tidak diperbolehkan ke masjid) untuk 
menghadiri majlis ilmu meskipun 
menjadikan ia terasingkan”.15  
                                                          
14
 Muhammad bin Ali Al-Hashkafi, Al-Durr al-
Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, Dar al-Kutub al-
`Ilmiyyah, 1423 H, jilid 1 hal. 77  
15
 Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, Syarh 
Mukhtashar Khalil, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 2 
hal. 35  
Al-Dardir (w. 1241 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Malikiyah 
menuliskan dalam kitabnya al-Syarhu al-
Shaghir sebagai berikut:  
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ى
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“Wanita yang telah lanjut usia 
diperbolehkan keluar menuju masjid untuk 
menunaikan shalat jama‟ah, sebagaimana 
boleh keluar untuk menunaikan shalat 
„Ied, istisqa, kusuuf (gerhana) dan shalat 
janazah. Dan dibolehkan pula bagi 
perempuan yang masih muda untuk pergi 
ke masjid dalam rangka menshalatkan 
janazah keluarganya apabila tidak 
dikhawatirkan timbulnya fitnah 
(mudharat) sedangkan dalam rangka 
menshalatkan janazah suaminya maka 
tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut 
untuk menunaikan shalatnya di masjid, 
sebab hal tersebut menjadi larangan 
baginya, sedangkan bagi wanita yang 
dikhawatirkan akan timbulnya fitnah 
(mudharat) baginya maka secara mutlak 
tidak diperbolehkan keluar menuju 
masjid”.16 
Muhammad 'Illisy (w. 1299 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
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 Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir , Al-Syarhu 
al-Shaghir, Beirut: Dar al-Fikr, tt 
 jilid 1 hal. 446 
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Malikiyah menuliskan dalam kitabnya 
Manhu al-Jalil Syarh 'Ala Mukhtashar 
Khalil sebagai berikut:  
( برإ لا )تلاجخم( ةأزم )جوزخ( ساج )و
 ةلاص )و دُغ( ةلاص )ل( ابلاؾ اهحق لاجزلل
 اهلهأ ةساىجلو يزخلأاب ضزكللو )ءاهطدضا(
 جزخج لاصأ اهحق لاجزلل برإ لا يتلا تلاجخالإاو
 ةساىجلو زكذلاو ملػلا ظلاجالإو زكك االإ
 رحؾ )تباش( ةأزم جوزخ ساج )و( .يبىجالأ
 يف تهراق جزخج لاق لاإو لامجلاو بابشلا
 ؼم ظمخلا ثاىلصلل )دجسالإ( لاصأ ءي شل
 مدغ غزشب اهتبازنو اهلهأ ةساىجلو تغامجلا
 ،تىخكلا اهجم ى شخج لا نأو ،تى ٍشلاو بُؼلا
 مخاشج لا نأو ،اهباُز ءيدر يف جزخج نأو
 ؼنىج ًم تهىمأم و ٍزؼلا نىكج نأو ،لاجزلا
مزخ لاإو ةدطكالإا. 
“Boleh bagi seorang wanita yang telah 
senja usianya dan tidak menarik perhatian 
kebanyakan lelaki untuk keluar guna 
menjalankan Shalat ied, istisqa‟dan 
terlebih lagi untuk Shalat fardlu dan 
menghadiri janazah keluarganya, 
sedangkan untuk wanita yang telah senja 
dan tidak menarik perhatian lelaki sama 
sekali (diperbolehkan) untuk keluar (ke 
masjid) seperti yang telah disebutkan, 
untuk menghadiri majlis ilmu dan dzikir 
dan untuk menghadiri jenazah orang lain 
sedangkan bagi pemudi yang tidak 
menampakkan sifat muda dan 
kecantikannya diperbolehkan untuk keluar 
masjid dengan syarat tidak memakai 
wewangian dan berhias, tidak takut akan 
adanya fitnah, keluar dengan baju yang 
biasa, tidak berdesakan dengan lelaki dan 
jalannya aman dari bahaya. Apabila tidak 
demikian maka tidak boleh baginya keluar 
ke masjid, jika keluar maka haram”.17 
Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi al-
Kabir sebagai berikut:  
ًهل تىطلا ًم  نود ًهتىُب يف ةلاصلا
دجاطالإا 
“Disunnahkan bagi wanita shalat di 
rumah-rumah mereka bukan di masjid”.18 
Al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya 
Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :  
 اهجم لظقأ ذِبلا يف ىثىخلاو ةأزالإا تغامجو
دجسالإا يف 
Shalat jamaahnya wanita dirumah itu 
lebih baik dari pada shalat dimasjid.
19
 
Al-Ramli (w. 1004 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah 
menuliskan dalam kitabnya Nihayah al-
Muhtaj sebagai berikut :  
 ذهاك نإ دجسالإا تغامج رىظخ اهل هزك ٍو
 اهبو ةاهتشم رحؾ وأ ،تىهم باُز يف ىلو ةاهتشم
وأ تى ٍشلا ًم ءي ش بُؼلا ذ ٍزلا 
“Dimakruhkan baginya (wanita) ikut 
Shalat berjamaah di masjid jika 
dikhawatirkan menimbulkan syahwat 
                                                          
17
 Muhammad bin Ahmad 'Illisy, Manhu al-Jalil 
Syahr 'Ala Mukhtashar Khalil, Beirut: Dar al-Fikr, 
tt, jilid 1 hal. 373  
18
 Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, 
Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H, jilid 2 hal. 163  
19
 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-
Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H 
 , jilid 1 hal. 230  
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walaupun memakai pakaian yang jelek, 
atau tidak menimbulkan syahwat tapi 
mengenakan perhiasan atau 
wewangian”.20 
Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna' sebagai berikut :  
لاجزلا تغامج رىظخ ًهل حاب ٍو 
Diperbolehkan bagi wanita menghadiri 
jamaah dimasjid . \21  
b. Hak Menentukan Pilihan Calon 
Suami Pendamping 
Ibnu Taimiyah berkata dalam 
kitabnya “Majmu` Fatawa”: 
"  اذهق حاكىلل اهتهازك ؼم اهجٍوشج ا َّمأو
 ِؽّىط ٌُ  مل اللهو ، لىهػلاو لىصلؤل للاخم
 ، اهنكئب لاإ ةراجإ وأ ؼُب ىلغ اههزك ًُ  نأ اهحلىل
ىلغ لاو  هد ٍزج لا ، صابل وأ ، بازش وأ ، ماػػ
 ًم ةزشاػمو تػطابم ىلغ اههزكً لُكق ،
 هزكج ًم ةزشاػمو ، ! هخػطابم هزكج
هجزشاػم !. 
 ، تمخرو 
ً
ةدىم نحجوشلا ًب لػج دن اللهو
 اهرىكهو هل اهظؿب ؼم لاإ لصدً لا ناك اكئق
" !! كلك يف ٍتمخرو ٍةدىم ُّيأق ، هىغ  
“Mengawinkan (anak wanita) untuk 
menikah padahal dia tidak menyukainya 
bertentangan dengan ushul dan akal yang 
sehat. Demi Allah, seorang wali tidak 
boleh memaksa anak putrinya untuk 
                                                          
20
 Muhammad bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli, 
Nihayatul Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, cet ke-
1,  jilid 2 hal. 140 
21
 Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 456  
menjual, mengupahi kecuali dengan 
izinnya, begitu pula untuk makan, minum 
atau pakaian yang dia tida inginkan. 
Bagaimana muungkin wali dibolehkan 
memaksanya untuk sebuah kerelaan 
menyerahkan kehormatan diri dan 
hubungan privasi dengan orang yang dia 
tidak sukainya. Padahal Allah menjadikan 
cinta dan kasih sayang di antara kedua 
pasangan (suami dan istri) yang tidak 
mungkin bisa dicapai pada hubungan yang 
saling membenci dan menjijikannya”.22 
As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth 
sebagai berikut :  
 ثاًاوّزلا عػب يف«اهاطر اهتىكض» كلكو ،
 ٌلُلد اهجم ثىكّطلا 
ّ
نأو 
ٌ
غزش اهاطر 
ّ
نأ ىلغ
 تشئاغ 
ّ
نأ يور االإ اًغزش هب ىكخكُق ا
ً
طر ىلغ
-  اهجغ ه
ّ
للا ي ضر-ِ« اه
ّ
نإ :ه
ّ
للا لىضر اً ذلان
 لاهق ،ذكطدق يحخطح-  هُلغ ه
ّ
للا ى
ّ
لص
 م
ّ
لضو- اهاطر اهتىكض» 
Dalam beberapa riwayat - diamnya 
seorang perempuan adalah keriadhaannya 
-, dengan begitu maka ridhanya seorang 
perempuan adalah syarat, dan diamnya 
seorang perempuan itu ridhanya, maka 
cukup bagi nya secara syar‟i seperti 
riwayat dari „Aisyah Radhiyallahu 
„anha.23 
As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
                                                          
22
 Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Majmu` 
al-Fatawa, Saudi Arabia: Majma` Malik Fahd, 
1995, cet ke-1, hal. 32/25 
23
 Muhammad bin al-Hasan As-Sarakhsi, Al-
Mabsuth, jilid 4 hal. 19 
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menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth 
sebagai berikut :  
 ا
َ
طِّزلا 
ْ
ثَز
َ
ك
ْ
ه
َ
أ
َ
ق 
ُ
ه
َ
خ
َ
يْبا ُلُج َّزلا َج َّو
َ
س( ا
َ
كِإَو ):َلا
َ
ن
 اَهْح
َ
لَغ 
َ
دِه
َ
ش
َ
ق ا
َ
طِّزلا 
ْ
ثَز
َ
ك
ْ
ه
َ
أ
َ
ق 
ُ
ه
َ
خ
َ
يْبا ُلُج َّزلا َج َّو
َ
س
 
ُ
دٍِز ًُ  َب
َ ْ
الأ 
َّ
ن
َ
ِلأ ؛ْلَب
ْ
ه
ُ
ج ْم
َ
ل ا
َ
طِّزلاِب ا
َ
هىُب
َ
أَو ا
َ
هى
ُ
خ
َ
أ
ِ
َ
أ اَهْح
َ
لَغ 
َ
دِه
َ
ش ْى
َ
لَو ،ُهَز
َ
شاَب اَم َمُِم
ْ
خ
َ
ج ا
َ
هاَى
َ
خ
 يِف 
َ
تَمْه
ُ
ت 
َ
لا 
ُ
ه
َّ
ه
َ
ِلأ ؛
ً
ت
َ
لىُب
ْ
هَم 
ْ
ذ
َ
ها
َ
ك ا
َ
طِّزلاِب
 اَهْح
َ
لَغ اَمِهِتَداَه
َ
ش 
seorang laki-laki menikahkan anak 
perempuannya kemudian dia tidak ridha) 
(dia berkata) : jika seorang laki-laki 
menikahkan anak peempuannya kemudian 
si anak tidak ridha, kemudian saudara 
laki-lakinya dan ayahnya bersaksi tentang 
keridhaannya, maka dia tertolak, karena 
ayahnya yang berkehendak. 
24
 
Ibnul Humam (w. 681 H), salah 
satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir 
sebagai berikut :  
 ى
َ
لإ ْلَب 
ً
ةَداَغ اَهِط
ْ
ك
َ
ه ى
َ
لإ ُب
َ
ؼ
ْ
خ
ُ
ج 
َ
لا َز
ْ
كِب
ْ
لا 
َّ
ن
َ
أ
 اَه
َّ
ن
َ
أ ُلاَح
ْ
لا 
َ
نا
َ
ك ا َّم
َ
ل
َ
ق ،ِب ِ
ّ
ِ
َّ
ثلا ِف
َ
لاِخِب ،اَه ِّحِلَو
َِحَّزَص ِّيِلَى
ْ
لِل ُؼ
َ
ه
َ
ج اَه
ُ
تَب
ْ
ؼ
ُ
خَو اَهِط
ْ
ك
َ
ىِب ُّوَخ
َ
أ  ِباَجًِئِب
 َلْب
َ
ن اَهِجٍِو
ْ
ز
َ
تِب اَهْح
َ
لَغ 
ُ
ثا
َ
خ
ْ
ك ًَ  
َ
لا
َ
ق ا
َ
ها ًَّ إ ِهِراَم
ْ
ئِدْضا
 ةرابغ ،ِبِػا
َ
خ
ْ
لاِب ا
َ
ها
َ
طِر َزَه
ْ
ظ ًَ  
ْ
ن
َ
أ 
Perawan itu tidak dilamar untuk dirinya 
sendiri, akan tetapi atas putusan walinya, 
lain dengan janda. Lalu ketika dia berhak 
atas dirinya dan lamaran jatuh ditangan 
walinya, maka walinya wajib meminta 
pendapat si wanita, maka tidak boleh 
                                                          
24
 As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 5 hal. 35  
dinikahkan begitu saja sebelum jelas 
keridhaannya terhadap si pelamar.
25
 
Malik bin Anas (w. 179 H), 
menuliskan dalam kitabnya Al-
Mudawwanah Al-Kubra sebagai berikut :  
[اهاطر رحؿب هخيبا بالأ حاكهإ]  نإ ذًأرأ :ذلن
 حاكىلا ىلغ ربجج لجر دػب لاجر لاجزلا ثدر
 دخأ ربجً لاو حاكىلا ىلغ ربجج لا :لان ؟لا مأ
 هخيبا يف بالأ لاإ كلام دىغ حاكىلا ىلغ ادخأ
 يلىلاو هدبغو هخمأ يفو رحؿصلا هىبا يفو زكبلا
مُدً يف.  
Bab: Ayah menikahkah anak 
perempuannya tanpa keridhaannya Ibnu 
Al-Qasim mengatakan: Bagaimana 
pendapatmu tentang perempuan yang 
selalu menolak laki-laki, apakah dia harus 
dipaksa untuk menikah atau tidak? Imam 
Malik menjawab: Tidaklah dia dipaksa 
untuk menikah, dan tidak pula seorang pun 
boleh memaksa seseorang untuk menikah. 
Kecuali seorang ayah, dia boleh memaksa 
anak perempuannya yang masih bikr, atau 
anak laki-lakinya yang masih kecil, atau 
budak perempuannya, atau budak laki-
lakinya. Begitu juga seorang wali boleh 
menikahkan anak yatim dibawah 
tanggungannya. . 
26
 
Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi Al-
Kabir sebagai berikut :  
                                                          
25
 Muhammad bin Abdul Wahid bin Humam, 
Fathul Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3 hal. 262 
26
 Malik bin Anas, Al-Mudawwanah Al-Kubra, jilid 
2 hal. 100  
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 ،ءابالآ ؼم تلاخ ناخلاخ ًهلق راكبالأ امأو
ُلوالأ ًم مهرحؾ ؼم تلاخوءا.  ؼم ًهلاخ امق
رابكو ،راؿص :نابزط ًهق ءابالآ.  راؿص امأق
 جوزحق حاكىلا ىلغ ًهرابجإ ءابلآلق راكبالأ
 يعازً نأ رحؾ ًم ةرحؿصلا زكبلا هخيبا بالأ
 يف اهل امسلا دهػلا نىك ٍو اهراُخخا هُق
 لاغ نإو دجلا كلذكو ،اهربك دػبو اهزؿص
اكإ بالأ ماهم ةرحؿصلا زكبلا جٍوشج يف مىهً 
بالأ دهق.  دجلل وأ بلؤلق ةرحبكلا زكبلا امأو
 ،ةرحؿصلاك اربج اهجوشً نأ بالأ دهق دىغ
 رحؾ ًم ظكىلا تباؼخضا ىلغ اهنكأخطٌ امهإو
دهػلا ساىج يف اػزش نىكً نأ.  
bagi wanita-wanita bikr dibagi menjadi 
dua keadaan yaitu ketika mereka masih 
bersama dengan ayah mereka dan ketika 
bersama dengan wali-wali selain ayah 
mereka. maka ketika mereka bersama 
dengan ayah mereka ini juga dibagi 
kembali menjadi dua: bikr sighar (yang 
belum baligh) dan bikr kibar (yang sudah 
baligh) bikr yang masih kecil atau belum 
baligh itu boleh dipaksa oleh ayahnya 
untuk menikah, maka sang ayah boleh 
menikahkan anak perempuannya yang 
masih bikr yang masih kecil tanpa harus 
memperhatikan keputusannya atau 
pilihannya, dan akadnya menjadi lazim 
baginya selama masa kecilnya sampai ia 
dewasa, begitupula bagi sang kakek dan 
seterusnya, atau seseorang yang dapat 
menikahkannya ketika ayahnya sudah 
tiada. bikr yang sudah besar atau dewasa 
maka boleh bagi ayahnya atau kakeknya 
ketika tidak ada ayah untuk menikah-
kannya secara paksa seperti bikr yang 
masih kecil, untuk masalah izin kepadanya 
hanya sekedar perlakuan baik dan bukan 
syarat sahnya akad . 
27
 
An-Nawawi (w. 676 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' 
Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :  
 رحؾ ًم زكبلا جٍوشج دجلاو بلال سىج ٍو
 نأ ىلغ لدق ...ةرحبك وأ ذهاك ةرحؿص اهاطر
 بدخطالإاق تؿلاب ذهاك نإو زكبلاب وخأ ىلىلا
 اهنلا ...اهتامص اهنكإو ربخلل اهنكأخطٌ نأ
 اهتامص لػجق وؼىلاب اهحبلا نكأج نأ ىحخطح
ِو ،اهكإ نأ لاإ اهجٍوشج دجلاو بالا رحؿل سىجً لا
 اهتراكب ذبهك نا اهنئق بِثلا امأو نكأجو ـلبج
 دخلا شجً مل تلناغ تؿلاب ذهاك ناق ئػىلاب
اهنكئب لاإ اهجٍوشج…  
Ayah dan kakek boleh menikahkan „bikr‟ 
tanpa izinnya baik dia anak-anak (belum 
baligh) atau sudah dewasa (sudah 
baligh)...dan ini menunjukkan bahwa wali 
lebih berhak atas „bikr‟. Dan jika dia 
sudah baligh maka mustahab meminta 
izinnya, dan izinnya adalah diam, karena 
dia malu untuk mengungkapkan secara 
lisan kepada sang ayah bahwa dia 
mengizinkan maka diamnya adalah izin, 
dan selain ayah dan kakek tidak boleh 
menikahkannya tanpa izin. Sedangkan 
„tsayyib‟ yang telah hilang kegadisannya 
karena jima‟, jika sudah baligh dan 
berakal maka siapapun tidak boleh 
menikahkannya tanpa izinnya.
28
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 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 9 hal. 52  
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 Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' 
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An-Nawawi (w. 676 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah 
menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-
Thalibin sebagai berikut :  
 رحؿب ةرحبكلاو ةرحؿصلا زكبلا جٍوشج بلؤلق
 ناذئدضا بدخط َو ،اهنكإ ىلو .تؿلابلا
 اهجُبو بالأ نحب ناك ىلق .حاكىلا حص ،اهربجأ
 بالأ اهجوشً لاق ،بِثلا امأق...ةزهاظ ةوادغ
 لك يف بلأاك دجلاو ،ؽىلبلا لاخ يف اهنكئب لاإ
 اذه 
Seorang ayah boleh menikahkan „bikr‟ 
yang masih anak-anak (belum baligh) dan 
dewasa (sudah baligh) tanpa meminta izin, 
dan mustahab meminta izin kepada „bikr‟ 
yang sudah baligh. Dan jika sang ayah 
menikahkannya dengan paksa maka 
nikahnya sah, meskipun antara perempuan 
dan ayahnya tampak permusuhan yang 
jelas. Sedangkan „tsayyib‟, maka sang 
ayah tidak boleh menikahkannya tanpa 
izin ketika dia sudah baligh, dan 
kedudukan kakek sama seperti ayah dalam 
hal ini.
29
 
Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya 
Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :  
 لوالأ ببطلا ،تػبرأ تًلاىلا بابضأ نأ ملغاو
 تًلاو )بلؤلو( لاهق هُق عزش دنو ةىبالأ
 هخيبا )جٍوشج( يهو رابجالؤ( وأ ةرحؿص زكبلا
 هىِب ًكً مل نإ تهىىجم وأ تلناغ )ةرحبك
 ةزهاظ ةوادغ اهجُبو( ربخل )اهنكإ رحؿب
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 An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1991, cet ke-3,  jilid 7 hal. 53 
جؼنرادلا :ي«ًم اهطكىب وخأ بِثلا ،اهحلو
اهىبأ اهجوشً زكبلاوِ.ِ» :ملطم تًاورو« زكبلاو
اهىبأ اهزمأخطٌِ» مل اهنلأو ،بدىلا ىلغ ذلمخ
 ،ءاُحلا ةدًدش يهق ءغىلاب لاجزلا صرامج
 هل ظِلق ةزهاظ ةوادغ اهجُبو هىِب ناك اكإ امأ
 نلأ ؛ةزهاظلا رحؾ فلاخب اهنكئب لاإ اهجٍوشج
ِىالإ غاخدً يلىلا هُلغو هرحؾو راػلا فىخل هخُل
ساىجلا يواٍوزلاو يدرواالإا ملاػإ لمدً. 
sesungguhnya sebab menjadi wali itu ada 
empat, salah satunya karena ia adalah 
ayahnya, dan telah disyari'atkan bahwa 
bagi seorang ayah untuk memaksa 
anaknya untuk menikah baik ia bikr yang 
masih kecil ataupun sudah besar, berakal 
atau gila, tanpa izin anaknya selama 
belum ada permusuhan yang nampak 
antara seorang anak dan ayahnya, seperti 
khabarnya daru al-quthni: tsayyib (janda) 
dia lebih berhak atas dirinya daripada 
walinya, dan bikr dinikahkan oleh walinya. 
Dan dari riwayat mulsim: "dan bagi 
seorang bikr sang ayah harus meminta izin 
kepadanya" perintah dalam riwayat ini 
hukumnya an-nadb, karena anaknya belum 
berpengalaman dalam masalah 
pernikahan dan ia sangat pemalu. Akan 
tetapi, apabila ada permusuhan yang 
nampak antara mereka, maka sang ayah 
tidak boleh menikahkannya kecuali 
meminta izinnya tapi kalau tidak nampak 
tidak apa-apa, karena ayahnya sangat 
menjaga anaknya dari aib dan lainnya, 
Mawardi mengambil pendapat ini secara 
mutlak dan bagi Ruyani jaiz.. 
30
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 Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 
4 hal. 246  
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Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah 
satu ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi 
Fiqhi Al-Imam Ahmad sebagai berikut :  
 ي ضارتلا :حاكىلا غوزش ًم ؼبازلا غزشلا
 نلأ ؛امهماهم مىهً ًم وأ ،نحجوشلا ًم
ازج ربخغاق ،امهل دهػلاؼُبلاك هب امهحط 
syarat yang ke empat dari syarat-syarat 
menikah adalah: keridaan dari kedua 
belah pihak (suami dan istri), atau yang 
menempati posisi mereka (wakil), karena 
akad nikah tidak terjadi tanpa ada mereka, 
dan keridhaan mereka seperti keridhaan 
dalam jual beli.. 
31
 
Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi 
Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf sebagai 
berikut :  
 ا
َ
طِر :يِوا
َّ
ثلاِِنْحَجْو َّشلا.  ْو
َ
أ ا َُ
َ
طْز ًَ  ْم
َ
ل 
ْ
نِئ
َ
ق
 ِهِد
َ
لاْو
َ
أ ُجٍِو
ْ
ش
َ
ج 
ُ
ه
َ
ل ،ُب
َ ْ
الأ 
َّ
لاإ َّحِص ًَ  ْم
َ
ل اَم
ُ
ه
ُ
دَخ
َ
أ
ِْمِهِن
ْ
كإ ِرْح
َ
ؿِب ِرا
َ
كْب
َ ْ
الأ ِهِجا
َ
ىَبَو ،ِنحِهاَج
َ ْ
الإاَو ِرا
َ
ؿ ِّصلا 
Al Inshaf: Syarat yang kedua adalah: 
Keridhaan laki-laki dan perempuan 
tersebut. Jika keduanya tidak ridha atau 
salah satunya tidak ridha maka nikahnya 
tidak sah kecuali dari segi bapak. Ia 
berhak menikahkan anaknya yang masih 
kecil, atau anak perempuan gadisnya, 
ataupun jika anaknya gila.
32
 
Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
                                                                                    
 
31
 Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Kafi fi 
Fiqhi Al-Imam Ahmad, Beirut: al-Maktab al-Islami, 
1990, cet ke-1, jilid 3 hal. 18  
32
 Alauddin Ali bin Sualiman Al-Mardawi, Al-
Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, Kairo: 
Hajr Li al-Thiba`ah, 1995, Cet ke-1,  jilid 8 hal. 52  
menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna' sebagai berikut :  
[ِِنْحَجْو َّشلا ى
َ
 ضِر يِوا
َّ
ثلا غْز
َّ
شلا]  
ُ
غْز
َّ
شلا
 ُمى
ُ
ه ًَ  ًْ َم ْو
َ
أ( ِنْحَجْو َّشلا ْي
َ
أ )اَم
ُ
ها
َ
طِر يِوا
َّ
ثلا(
 ْم
َ
ل )ْو
َ
أ( ِناَجْو َّشلا ْي
َ
أ )ا َُ
َ
طْز ًَ  ْم
َ
ل 
ْ
نِئ
َ
ق اَمُهَما
َ
هَم
 َضْز ًَ( 
َ
د
ْ
هَػ
ْ
لا 
َّ
ن
َ
ِلأ ُحا
َ
ك ِ
ّ
ىلا ) َّحِص ًَ  ْم
َ
ل اَم
ُ
ه
ُ
دَخ
َ
أ
 ِؼ ُْ َب
ْ
لا
َ
ك ِهِب اَمِهحِطاَز
َ
ج َرِب
ُ
خْغا
َ
ق اَمُه
َ
ل 
Syarat kedua dari syarat nikah adalah 
keridha'an kedua belah pihak atau yang 
menempati posisi mereka, maka apabila 
keduanya belum saling ridha, atau salah 
satu dari keduanya tidak ridha, maka 
pernikahan tidak sah, karena akad adalah 
milik calon suami dan calon istri, dan 
dianggap keridha'an nmereka seperti 
keridha'an dalam akad jual beli.. 
33
 
Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil 
Atsar sebagai berikut :  
[حا
َ
ك ِ
ّ
ىلا يِف ة
َ
أْز
َ ْ
الإا ن
ْ
كإ ت
َ
ل
َ
أْطَم]  ُّل
ُ
كَو :
ٌ
ت
َ
ل
َ
أْطَم
 اَمِب اَهِم
َ
لا
َ
كِب 
َّ
لاإ 
ُ
نى
ُ
ك ًَ  
َ
لا اَهِخا
َ
كِه يِف اَه
ُ
ن
ْ
كِئ
َ
ق ٍب ِ
ّ
ِ
َ
ز
 يِف اَه
ُ
ن
ْ
كإ 
ُ
نى
ُ
ك ًَ  
َ
لا
َ
ق ٍز
ْ
كِب ُّل
ُ
كَو ،ا
َ
ها
َ
طِر ِهِب 
ُ
فَزْػ ٌُ
 ،اَهِتى
ُ
كُطِب 
َّ
لاإ اَهِخا
َ
كِه 
ْ
ذ
َ
هِك
َ
أ 
ْ
د
َ
ه
َ
ق 
ْ
ذ
َ
خ
َ
كَض 
ْ
نِئ
َ
ق
 ْو
َ
أ ِؼ
ْ
ى
َ ْ
الإاِب ْو
َ
أ ا
َ
طِّزلاِب 
ْ
ذَم
َّ
ل
َ
ك
َ
ج 
ْ
نِئ
َ
ق ،ُحا
َ
ك ِ
ّ
ىلا اَهَمِش
َ
لَو
اَهْح
َ
لَغ ٌحا
َ
كِه ا
َ
ذَهِب 
ُ
دِهَػ
ْ
ى ًَ  
َ
لا
َ
ق ،
َ
كِل
َ
ك ِرْح
َ
ؾ.  
Semua janda jika ingin dinikahkan maka 
harus melalui izinnya dan ridhanya yang 
diketahui lewat ucapan yang biasa 
dianggap kalau hal tersebut adalah 
ridhanya. Namun perawan idzinnya dalam 
menikahkannya hanya lewat diamnya, jika 
ia diam maka ia dinikahkan, namun jika ia 
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 Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 5 hal. 42  
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mengatakan ridha atau tidak ridha maka 
ia tidak dapat dinikahkan. 
34
 
c. Hak Jima` 
Al-Kasani (w. 587 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Badai' al-
Shanai' fi Tartibi al-Syarai' sebagai 
berikut:  
 هلخ نلأ ؛ءغىلاب اهجوس بلاؼج نأ تجوشللو
 هخبلاػ اكإو ،ههخ هل اهلخ نأ امك اههخ اهل
 ةزم مكحلا يف هُلغ ربج ٍو ،جوشلا ىلغ بجً
 ،هىِب امُق بجج كلك ىلغ ةدا ٍشلاو ةدخاو
 ةزشاػالإا ًطخ باب ًم ىلاػح الله نحبو
 مكحلا يف هُلغ بجً لاق ،حاكىلا تمادخضاو
 اىباحصأ عػب دىغ 
Seorang istri berhak untuk meminta jima‟ 
kepada suaminya, karena pelayanan 
seksual merupakan hak istri sebagaimana 
itu juga menjadi hak suami, dan apabila 
sang istri memintanya maka wajib bagi 
suaminya untuk memenuhinya, dan Hukum 
wajib baginya hanyalah sekali saja, 
sebagaimana Allah telah menjelaskan 
bahwa hal tersebut merupakan bagian dari 
tata cara saling mempergauli dengan baik 
dan untuk kelanggengan pernikahan. Dan 
menurut sebagian ulama Hanafiyah tidak 
wajib.
35
 
Ibnu Juzai al-Kalbi (w. 741 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-
Qawanin al-Fiqhiyah sebagai berikut :  
                                                          
34
 Ali bin Ahmad bin Hazm, Al-Muhalla bil Atsar,  
Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 9 hal. 57  
35
 Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-
Syarai' , jilid 2 hal. 331  
 ىكخها اكإ ةأزملل لجزلا ىلغ بجاو عامجلا
رذػلا 
Jima hukumnya wajib bagi suami terhadap 
istrinya jika suaminya tidak punya udzur 
untuk menolak.
36
 
Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya 
Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib 
sebagai berikut  
 لا تبدخطم عاخمخضالا تُهب و عامجلا يف
 ىهو ةىهشلاو غاشيلاب ولػخً كلك نلأ تبجاو
 اهكلمً لا 
Jima' dan hal-hal yang terkait dengan 
istimta' hukumnya mustahab (dianjurkan) 
tidak wajib, sebab hal itu berkaitan 
dengan kondisi fisik dan gairah/syahwat. 
Dan suami tidak selalu memilikinya. 
37
 
Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi 
Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf sebagai 
berikut  
بجً لا ي ضاهلا لاهق عاخمخضالا ظكه امأو 
Adapun istimta' sendiri menurut Al-Qadhi 
hukumnya tidak wajib .
38
 
Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil 
Atsar sebagai berikut :  
                                                          
36
 Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi, Al-
Qawanin Al-Fiqhiyah, jilid 1 hal. 141 | Nisa 
37
 Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah 
Raudhu Ath-Thalib,  Beirut: Dar al-Kutub al-
`Ilmiyyah, 2000, cet ke- 1, jilid 3 hal. 229 | 
38
 Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih 
minal Khilaf, jilid 8 hal. 13 
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 يه يتلا هجأزما ؼماجً نأ لجزلا ىلغ ضزقو
 ىلغ ردن نإ زهػ لك يف ةزم كلك ىودأو هخجوس
ىلاػح لله صاغ ىهق لاإو كلك 
Wajib bagi laki-laki untuk menggauli 
istrinya minimal satu kali di masa sucinya 
jika ia mampu melakukannya. Bila dia 
mampu tapi tidak melakukannya maka ia 
berdosa.
39
 
d. Hak Nafkah 
Ibn al-Humam (w. 681 H), salah 
satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Fath al-Qadir 
sebagai berikut :  
 تملطم اهجوس ىلغ تجوشلل تبجاو تهكىلا
 هلزجم ىلإ اهطكه ذملض اكإ ةزقاك وأ ذهاك
اهاىكضو اهتىطكو اهتهكه هُلػق 
Nafkah seorang istri -muslim atau kafir- 
menjadi kewajiban suaminya, jika sang 
istri menyerahkan dirinya dirumah 
suaminya maka wajib bagi suami untuk 
memberikan nafkah, pakaian dan tempat 
tinggal. 
40
 
Ibn Nujaim (w. 970 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Bahr al-
Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq sebagai 
berikut :  
 تهكه يأ تهكىلا هذه بىجو بابضأ امأو
 اهبىجو ببطب اىباحصأ لاهق ،تُجوشلا
 جوشلل حاكىلاب ذباثلا ظبحلا ماهدخضا
،اهحلغ 
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 Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 9 hal. 174  
40
 Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 4 hal. 378  
Adapun sebab wajibnya nafkah seorang 
istri, menurut pandangan ulama madzhab 
kami adalah karena adanya hak untuk 
memerintahkan istri tetap tinggal dirumah 
suaminya itu selama meraka berada dalam 
ikatan pernikahan.
41
 
An-Nafarawi (w. 1126 H), salah 
satu ulama di kalangan mazhab Malikiyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Fawakih 
Ad-Dawani sebagai berikut :  
 غزشب تهكىلا اهل اهب لىخدالإا نأ لصاحلاو
 تهُؼم رحؾ ذهاك ىلو ،هزط َو جوشلا ؽىلب
 لىخدالإا رحؾ امأو ،اهطزم وأ اهزؿصل ءغىلل
ئق اهب ىلإ ذُغد اكإ تهكىلا اهل بجً امه
 ذهاك نإ لا ،جوشلا ؽىلبو اهتناػإ ؼم لىخدلا
 نأ صخلخق ...اهطزم وأ اهزؿصل تهُؼم رحؾ
 ،جوشلا ؽىلب :نحػزشب بجج اهب لىخدالإا تهكه
غوزش ؼبرأب اهب لىخدالإا رحؾو ،هزط َو:  ؽىلب
 زط َو ،لىخدلل يىغدلاو ،اهتناػإو ،جوشلا
 تناػالؤ ًم مهك ٍو ،جوشلا ًم ؼواالإا مدغ
ءغىلا. 
Jadi, bahwa seorang istri yang belum 
dukhul dengan suaminya ia berhak 
mendapat nafkah dengan syarat jika 
suaminya sudah baligh dan mampu, 
walaupun si istri tidak mampu dukhul 
karena ia masih kecil atau ia mempunyai 
penyakit. Namun jika ia belum dukhul 
maka ia tetap berhak mendapat nafkah jika 
suaminya mengajaknya dukhul sedang si 
istri mampu dan suami sudah baligh. 
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Bukan karena ketidakmampuan istri yang 
disebabkan usianya masih kecil atau 
terdapat penyakit pada dirinya. Dapat 
disimpulkan bahwa seorang istri yang 
sudah dukhul berhak mendapat nafkah 
dengan dua syarat: Suami yang baligh dan 
mampu. Sedangkan istri yang belum 
dukhul berhak mendapat nafkah dengan 
empat syarat: suami yang baligh, 
kemampuan istri, ajakan suami untuk 
dukhul, dan suami mampu. Yang dimaksud 
dengan kemampuan disini adalah tidak 
adanya hal yang menghalangi istri untuk 
dijima‟.42 
Al-Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H), 
salah satu ulama di kalangan mazhab 
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-
Umm sebagai berikut :  
 هُلغ لىخدلا ًم يه ؼىخمج ملو ازكب ذهاك نإ
 لخد اكإ هُلغ بجج امك اهتهكه هُلغ بجو
 اهب 
Seorang perawan berhak mendapatkan 
nafkah dari suaminya apabila tidak ada 
penghalang terjadinya dukhul, 
sebagaimana ia berhak mendapatkan 
nafkah setelah dukhul.
43
 
Abul Khatab Al-Kalwadzani (w. 
510 H), salah satu ulama di kalangan 
mazhab Hanabilah menuliskan dalam 
kitabnya Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-
Imam Ahmad sebagai berikut :  
 ذلذب اكإ اهجوس ىلغ تجوشلا تهكه بجج
 اهلثم أػىج ًمم ذهاكو .هُلإ اهطكه مُلطح
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 Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, 
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 ناك وأ ءغىلا هىكمً ارحبك جوشلا ناك ءاىضو
ءغىلا هىكمً لا ارحؿص وأ اهىىجم وأ ادبغ 
Seorang istri berhak mendapat nafkah dari 
suamiya jika ia sungguh-sungguh 
menyerahkan dirinya untuk suaminya, dan 
istri termasuk perempuan yang bisa 
dijima‟ baik suaminya sudah dewasa dan 
bisa melakukan jima‟, ataupun suami 
tersebut budak, atau gila, atau masih kecil 
dan tidak bisa melakukan jima‟.44  
Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah 
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil 
Atsar sebagai berikut :  
 ىلغ لجزلا وكى ٍو :تلأطم نحخ ًم هجأزما
 عدً مل وأ ءاىبلا ىلإ يعد اهخاكه دهػٌ–  ىلو
 دهالإا يف اهنأ–  تُىؾ ،ششاه رحؾ وأ ذهاك اششاه
 ازكب ،تمُدً وأ ذهاك بأ ثاك ،ةرحهق وأ ذهاك
 تمأ وأ ذهاك ةزخ ،ابِز وأ– هلام ردن ىلغ -. 
Dan seorang suami wajib menafkahi istri 
semenjak akad nikah terjadi, baik istrinya 
itu sudah diajak jima‟ maupun belum (istri 
masih kecil) baik istrinya nusyuz maupun 
tidak, kaya maupun miskin, masih 
mempunyai ayah ataupun yatim, gadis 
maupun janda, merdeka maupun budak, 
sesuai kadar harta si suami.
45
  
e. Hak Mahar 
Al-Babarty (w. 786 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 
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1jilid 0 hal. 496  
45
 Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 9 hal. 249  
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menuliskan dalam kitabnya Al-'inayah 
Syarhul Hidayah sebagai berikut :  
 ىلغ حاكىلا دهغ يف بجً لاالإا ىه زهالإاو
ىم تلباهم يف جوشلا تُمطدلاب امإ ،ؼظبلا ؼقا
دهػلاب وأ 
Mahar adalah sejumlah harta yang 
diwajibkan kepada suami dalam suatu 
akad nikah sebagai imbalan halalnya 
jima', baik dengan sebab penyebutan 
mahar atau karena adannya akad .
46
 
Ash-Shawi (w. 1241 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Malikiyah 
menuliskan dalam kitabnya Hasyiatu Ash-
Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir sebagai 
berikut :  
( داصلا ذخكب )مادصلاو-  زطكج دنو- 
ط َو يف تجوشلل لػجً ام ىهو :اظًأ ازهم ىم
اهب عاخمخضالا رحظه 
Shadaq, disebut juga mahar yaitu sesuatu 
yang diberikan pada istri sebagai bentuk 
imbalan istimta..
47
 
Al-Malibari (w. 987 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyyah 
menuliskan dalam kitabnya Fathul Mu'in 
sebagai berikut :  
 ءغو وأ حاكىب بجو ام ىهو 
Sesuatu yang wajib diberikan sebab 
adanya pernikahan atau jima‟. 48 
Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu 
ulama di kalangan mazhab Hanabilah 
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  Muhammad bin Muhammad Al-Babarty, Al-
'inayah Syarhul Hidayah, Beirut: Dar al-Fikr, tt,  
jilid 3 hal. 316  
47
 Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi, Hasyiatu 
Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir, Kairoh: 
Dar al-Ma`arif, tt, jilid 2 hal. 428  
48
 Al-Malibari, Fathul Mu'in, jilid 0 hal. 485  
menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna' sebagai berikut :  
( ءاىض )حاكىلا يف ضىػلا( مادصلا يأ )ىهو
 هدػب ضزق وأ دهػلا يف يمض وأ امهحطارتب
مكاحلا 
Pengertian As-Shadaq adalah pemberian 
dalam pernikahan baik itu disebutkan 
pada saat akad atau sesudahnya dengan 
ridha dari keduanya ataupun dari hakim. 
f. Hak Waris 
Taqiyuddin al-Husaini  salah satu 
ulama mazhab Syafi`iyah dalam kitabnyua 
Kifayatul Akhyar: 1/26 menerangkan: 
 ذيبلا :ؼبض ًهجم ثازارىلاق ءاطيلا امأو
 لُبض ىلغ هزكك امو ،هزخآ ىلإ ًبالا ذيبو
 :ةزشػق ؽطبلا لُبض ىلغ امأو ،ساجًالؤ
 ةدجلاو مالأو ذلكض نإو ًبالا ذيبو ذيبلا
 ًٍىبلؤل ذخالأو اخلغ نإو ملؤل ةدجلاو بلؤل
 ملؤل ذخالأو بلؤل ذخالأو ،تهخػالإاو تجوشلاو
 اكإو ،مهثٍرىج ىلغ ؼمجم 
ً
اظًأ ءلاؤهو
 :تطمخ لاإ ًهجم رزً مل ًهػُمج ًػمخجا
 ًم ذخالأو مالأو ًبالا ذيبو ذيبلاو تجوشلا
 ًم هغامخجا ًكمً ًم ؼمخجا اكإو ،ًٍىبالأ
 ناىبالأ ررو ،ءاطيلاو لاجزلا يجغأ :نحكىصلا
 ،نحجوشلا ًم دجىً ًمو ذيبلاو ًبالاو
غ لُلدلاو امك عامجالا رراو اهزكك ًم نأ ىل
.تُجالآ صىصىلاو زم 
“Ahli waris dari kalangan wanita ada 7 
orang, yaitu: anak, cucu wanita dari anak 
laki-laki sampai berjumlah 7 orang yang 
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disebut secara ringkas. Sebenarnya jika 
dirinci, ahli waris wanita itu berjumlah 10 
orang: anak wanita, cucu wanita dari anak 
laki-laki sampai ke bawah, ibu, nenek dari 
bapak dan nenek dari ibu terus ke atas, 
saudari kandung, saudari sebapak, saudari 
seibu, istri dan .. Semua orang ini adalah 
ahli waris menurut ijma ulama. Jika 
mereka semua ada sebagai ahli waris, 
maka hanya ada 5 orang yang saat itu 
berhak mendapatkannya, yaitu: istri, anak 
wanita, cucu wanita dari anak laki-laki, 
ibu dan saudari kandung. Jika mungkin 
semua laki-laki dan wanita ini ada sebagai 
ahli waris, maka hanya kedua orang tua, 
anak laki-laki dan anak wanita dan suami 
atau istri. Dalil apa yang kami sudah 
sebutkan ini adalah ijma ulama dan nash-
nash yang akan datang.”49 
Al-Hajjawi salah seorang ulama 
dalam mazhab Hanbaliah dalam kitabnya 
al-Iqna` li Tholib al-Intifa` menjelaskan: 
 لكض ناو ًبالا ذيبو ذيبلا ؼبض راهالؤ ًمو
 تهج لك ًم ذخالأو ةدجلاو مالأو اهىبأ
:تمػىلا ةلاىمو تجوشلاو 
Ahli waris yang diijmakan dari kalangan 
wanita ada 7, yaitu: anak wanita, cucu 
wanita dari anak laki-laki dan seterusnyta, 
ibu, nenek, saudari, istri dan  
 
g. Hak Baiat 
Baiat pada asalnya sebuah 
perjanjian atau kesepakatan yang wajib 
dipenuhi. Akan tetapi baiat dalah 
pengertian fiqih adalah perjanjian untuk 
mentaati pemimpin negeri atau wilayah.  
                                                          
49
 Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayat al-
Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 2000, cet ke-1, hal. 2/26 
Ibnu Khaldun mengatakan dalam 
kitabnya, Al Muqadimah,”Bai‟at ialah janji 
untuk taat. Seakan-akan orang yang 
berbai‟at itu berjanji kepada pemimpinnya 
untuk menyerahkan kepadanya segala 
kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan 
urusan kaum muslimin, sedikitpun tanpa 
menentangnya; serta taat kepada perintah 
pimpinan yang dibebankan kepadanya, 
suka maupun tidak.” 
Shiddiq Hasan Khan (wafat:1307 
H) dalam bukunya „Iklil al karamah‟ 
hal:26 mengatakan: Ketahuilah bahwa 
bai‟at adalah berjanji untuk taat, seolah-
olah seorang yang berbai‟at berjanji 
kepada pimpinannya untuk menyerahkan 
kepadanya urusan dirinya dan urusan kaum 
muslimin untuk tidak menentangnya pada 
masalah apapun dalam urusan itu serta 
mentaatinya pada apa yang ia bebankan 
kepadanya dari perintahnya baik dalam 
keadaan suka atau duka. 
Dulu jika mereka berbaiat kepada 
pimpinan dan mengikat janjinya mereka 
meletakkan tangan di atas tangan 
pimpinannya untuk menekankan janji itu, 
sehingga dengan itu mereka menyerupai 
perbuatan penjual bersama pembelinya 
maka dinamailah Bai‟at. Bentuk mashdar 
dari kata ( عاب ) -yang berarti menjual- 
sehingga jadilah kata bai‟at berarti berjabat 
tangan.  
Bai‟at secara bahasa berasal dari 
kata ََعَياَب-َ
 
ةَعَياَبُم  yang bermakna saling 
mengikat janji. Disebut mubaya‟ah karena 
diserupakan seperti dua orang yang saling 
menukar harta, di mana salah satunya 
menjual hartanya kepada yang lain. (Lihat 
Lisanul „Arab 8/26, „Umdatul Qari 1/154, 
Tajul „Arus 20/370) 
Adapun secara istilah, diterangkan 
oleh Badruddin Al-‟Aini: “Seorang imam 
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mengikat perjanjian (untuk taat) terhadap 
apa yang dia perintahkan kepada manusia.” 
(„Umdatul Qari, 1/154) 
`Aisyah rda berkata: 
 هُلغ الله ىلص الله لىضر دً ذطم ام اللهو لا
ملاكلاب ًهػٌابً ههأ رحؾ ، ؽن ةأزما دً ملضو 
 يراخبلا هاور8855  ملطمو6511 ).  
“Demi Alloh, tangan Rasulullah saw tidak 
pernah menyentuh tangan wanita 
sedikitpun. Beliau saw memberlakukan 
baiat dengan ucapan”. (Hadis riwayat 
Bukhari dan Muslim)
50
 
An-Nawawi rhm berkata tentang 
hadis ini: 
 ذخأ رحؾ ًم ملاكلاب ءاطيلا تػُب نأ هُق
لك.  
“Di dalam nya ada kandungan bahwa baiat 
wanita itu dengan ucapan tanpa diambil 
dengan berjabatan tangan. 
  
C. PENUTUP 
Fiqih Islam telah memberikan 
gambaran terperinci tentang hak-hak 
wanita di seluruh sisi kehidupannya, baik 
hak umum maupun khusus. Hak-hak yang 
banyak dibahas dalam fiqih Islam adalah 
hak-hak yang terkait dengan hukum, 
karena memang di sinilah ranah fiqih 
Islam. Hak-hak wanita yang banyak 
dibahas dalam Fiqih Islam antara lain: 
1. Hak Sholat berjamaah 
2. Hak Menentukan Pilihan 
Pendamping 
3. Hak Mahar 
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4. Hak Nafkah 
5. Waris 
6. Hak Jual Beli atau Bisnis 
7. Hak Baiat 
Semua hak ini menggambarkan 
semua bab dalam masalah hukum yang 
melekat dalam kehidupan wanita, baik di 
bidang publik, bidan ibadah maupun di 
bidang rumah tangga dan keuangan.  
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